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ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan konektivitas wilayah
terhadap infrastruktur transportasi di Provinsi Maluku sebagai wilayah berbasis kepulauan. Data panel dari 11
kabupaten/kota digunakan dengan sumber utama dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan
menggunakan regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model, yang ditetapkan sebagai model terbaik
berdasarkan uji Chow, LM, dan Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap infrastruktur transportasi. Temuan ini menegaskan pentingnya
pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antara moda darat dan laut untuk mendukung
konektivitas antarpulau dan pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan. Pemerintah daerah perlu menetapkan
kebijakan berbasis multimodal planning guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di
Malukuat.

Kata kunci: linfrastruktur Transportasi, Pertumbuhan Ekonomi,Jumlah Penduduk, Konektivitas Wilayah,
Maluku.

ABSTRAK

This study analyses the effect of economic growth, population size, and regional connectivity on transportation
infrastructure in Maluku Province as an archipelagic region. Panel data from 11 districts/cities were used, with
the main source being the Central Statistics Agency (BPS). The analysis was conducted using panel data
regression with a fixed effect model approach, which was determined to be the best model based on the Chow,
LM, and Hausman tests. The results show that the three independent variables have a positive and significant
effect on transportation infrastructure. These findings confirm the importance of integrated transportation
infrastructure development between land and sea modes to support inter-island connectivity and economic
growth in the archipelago. Local governments need to establish multimodal planning-based policies to
strengthen connectivity and equitable development in Maluku..
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PENDAHULUAN

Menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah perpindahan orang atau barang menggunakan alat atau
kendaraan dari dan menuju ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Infrastruktur transportasi
memiliki peranan spesifik yaitu sebagai sektor pendorong dan sektor pengungkit terhadap kegiatan
atau aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Transportasi menjadi sarana yang menjamin
konektivitas antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2015, PBB mengesahkan 17 Tujuan dan 169 target sebagai tindak lanjut dalam upaya dan
pencapaian Millennium Development Goals (MDGs). RPJIMN 2020-2024 telah mengarusutamakan
SDGs, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal tersebut sejalan
dengan tujuan SDGs vyaitu infrastruktur, konektivitas yang berkualitas dan andal. Pemerintah terus
berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan berfokus pada pembangunan yang
berkualitas, efektif dan efisiensi serta berkelanjutan. Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur
vital yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, infrastruktur transportasi
berkontribusi dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional. Besarnya manfaat dan sejalan dengan
konsep pembangunan berkelanjutan, maka infrastruktur transportasi perlu didorong ke arah
pembangunan yang terintegrasi.

Berdasarkan data dari Bappenas, Kemenko Perekenomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS, 2025),
biaya logistik di Indonesia tahun 2023 masih sebesar 14,29% dari PDB. Dibandingkan dengan biaya
logistik negara lain, biaya logistik di Indonesia relatif belum efisien. Pemerintah terus berupaya agar
pembangunan infrastruktur transportasi memiliki peran signifikan, tidak saja menghubungkan simpul-
simpul wilayah Indonesia yang memang sangat luas, tetapi juga dapat menjadi simpul-simpul baru
terhadap berkembangnya perekonomian di tanah air.

Infrastruktur transportasi memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Konektivitas wilayah adalah keterhubungan antara berbagai wilayah atau daerah yang memungkinkan
adanya pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
transportasi seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara memainkan peran
penting dalam memperlancar pergerakan barang dan penumpang. Hal ini memungkinkan distribusi
barang yang lebih efisien, sehingga mengurangi biaya logistik dan membuka akses ke wilayah atau
market baru.

Membuka konektivitas antar daerah dapat membantu meningkatkan daya saing daerah dalam konteks
ekonomi nasional maupun internasional. Selain itu, infrastruktur transportasi yang baik mendukung
mobilitas tenaga kerja, memungkinkan pekerja untuk berpindah dengan lebih mudah antara tempat
tinggal dan tempat kerja, serta memperluas peluang ekonomi. Dalam sektor pariwisata, transportasi
yang efisien meningkatkan akses ke destinasi wisata, menarik lebih banyak pengunjung, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keseluruhan, infrastruktur transportasi yang kuat adalah
fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Provinsi Maluku merupakan wilayah dengan ciri khas wilayah yang berpulau-pulau sehingga disebut
juga archipelagic region yang adalah daerah administrasi provinsi yang secara geografis memiliki
wilayah lautan lebih luas dibanding wilayah daratan dengan jumlah pulau mencapai 1.412 buah pulau
besar dan kecil, luas wilayah total sebesar 712.480 km2 dengan luas lautan sebesar 92,4% dan luas
daratan sebesar 7,6% dengan panjang garis pantai mencapai 10.662 km (BPS, 2024).

Kondisi geografis di Maluku menjadikan pembangunan infrastruktur transportasi salah satu prioritas
penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Maluku menghadapi tantangan geografis yang unik dalam pengembangan
infrastruktur transportasi. Tantangan yang dihadapi diantaranya: kondisi geografis kepulauan dimana
banyak wilayah berpulau-pulau sehingga memerlukan sistem transportasi laut dan udara yang
memadai untuk konektivitas wilayah; keterbatasan infrastruktur yakni banyak daerah terpencil dan
akses yang sulit karena dukungan infrastruktur yang minim; high cost artinya bahwa pembangunan
infrastruktur daerah kepulauan memerlukan biaya yang besar, serta; kondisi alam yang tidak dapat
diprediksi dapat menghambat jalannya proses pembangunan dalam menjangkau wilayah-wilayah
kepulauan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang kabupaten di
Provinsi Maluku mencapai 6.517,07 km atau turun sekitar 6,49% jika dibandingkan dengan tahun
2022. Jalan kabupaten yang terpanjang berada di Kabupaten Buru (1.510,00 km) sedangkan yang
terpendek berada di Kota Tual (272,26 km) (Dinas PU, 2023). Kondisi jalan sekitar 44% memiliki
permukaan aspal. Kabupaten dengan permukaan diaspal yang terpanjang terdapat di Kabupaten
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Maluku Tengah yaitu mencapai 670,40 km diikuti Kabupaten Buru 476,47 km dan Maluku Tenggara
364,84 km. Wilayah dengan proporsi jalan kabupaten diaspal tertinggi adalah Kota Ambon yang
mencapai 100% sedangkan jalan diaspal terendah adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 17,47%
(BPS, 2023).

Perkembangan infrastruktur laut berdasarkan data statistik transportasi Maluku tahun 2023 terdapat 15
pelabuhan utama yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Selama tahun 2023,
kegiatan bongkar barang tertinggi terjadi di Pelabuhan Tual dengan volume sebesar 1.314.469 ton.
Kemudian diikuti oleh Pelabuhan Yos Sudarso dengan volume bongkar barang mencapai 821.943 ton.
Sementara itu, kegiatan muat barang tertinggi terjadi di Pelabuhan Tual dengan volume sebesar
512.185 ton, diikuti oleh Pelabuhan Yos Sudarso dengan volume muat sebesar 287.495 ton.
Sedangkan pelabuhan dengan volume bongkar terkecil pada 15 pelabuhan utama di Maluku adalah
Pelabuhan Tepa (3.597 ton) di Kabupaten Maluku Barat Daya dan volume muat terkecil di Pelabuhan
yang sama yaitu Pelabuhan Tepa (491 ton) (BPS, 2025).

Pada tahun 2023, sebagian besar pelabuhan utama di Maluku mengalami penurunan jumlah kunjungan
kapal kecuali beberapa pelabuhan berikut yaitu Banda Neira (10,79 persen), Tulehu (29,17 persen) dan
Namlea (55,29 persen). Secara terperinci, pelabuhan utama yang mengalami penurunan jumlah
kunjungan kapal adalah Pelabuhan Saumlaki (8,17 persen), Elat (38,16 persen), Amahai (16,79
persen), Dobo (11,96 persen), Waipirit (19,23 persen), Geser (8,85 persen), Wonreli (4,48 persen),
Kaiwatu (10,49 persen), Tepa (2,11 persen), Namrole (14,20 persen), Yos Sudarso (4,17 persen) dan
Tual (21,48 persen).

Sementara perkembangan transportasi udara menunjukkan pada tahun 2023 jumlah pesawat udara
datang (arrival) di 4 Bandar Udara utama Maluku sebanyak 6.178 unit atau menurun sekitar 24,39
persen dibanding tahun 2022 sedangkan jumlah pesawat yang berangkat (departure) sebanyak 6.181
unit atau turun 24,22 persen dibanding tahun 2022. Untuk seluruh Bandar Udara di Maluku tahun
2023, jumlah pesawat datang mencapai 7.696 unit dan pesawat berangkat mencapai 7.698 unit.

Bandar Udara Pattimura Ambon memiliki jumlah kedatangan pesawat terbanyak dibanding bandar
udara yang lain, yakni 4.714 unit atau menurun 26,80% dibanding tahun 2022. Selain Bandar Udara
Pattimura, 3 (tiga) bandar udara utama lainnya juga mengalami penurunan jumlah kedatangan
pesawat. Penurunan jumlah kedatangan pesawat tertinggi terjadi di Bandar Udara Karel Sadsuitubun
Langgur sekitar 25,69%, Bandar Udara Matilda Batlayeri juga mengalami penurunan sebesar 2,34%
dengan jumlah 460 unit. Bandar Udara Rar Gwamar Dobo turut mengalami penurunan jumlah
kedatangan pesawat sekitar 2,09%.

Dari sisi keberangkatan pesawat, Bandar Udara Pattimura Ambon masih menjadi bandar udara yang
paling ramai dengan jumlah keberangkatan pesawat 4.718 unit. Jika dibandingkan tahun 2022, angka
ini turun sekitar 26,64 %. Sedangkan di bandar udara utama lainnya, memiliki pola yang mirip dengan
jumlah kedatangan pesawat. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pesawat RON (Remain Over Night)
di Bandar Udara Pattimura sehingga jumlah pesawat yang datang dan berangkat di bandar udara
lainnya hampir sama.

Maluku dengan ciri khas wilayah kepulauan menjadikan pembangunan dan jalannya kegiatan
perekonomian cenderung berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Dalam aktivitas ekonomi
suatu daerah tidak dapat berdiri independen terhadap daerah lain terutama daerah-daerah yang berada
di sekitarnya artinya bahwa hubungan antar daerah merupakan langkah strategis dalam pembangunan
suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai menjadi penting
untuk wilayah kepulauan sehingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pertumbuhan
ekonomi mempengaruhi infrastruktur transportasi pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku?; 2)
Apakah jumlah penduduk mempengaruhi infrastruktur transportasi pada kabupaten/kota di Provinsi
Maluku?, dan; Apakah konektivitas wilayah mempengaruhi infrastruktur transportasi pada
kabupaten/kota di Provinsi Maluku?. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan
ekonomi terhadap infrastruktur transportasi pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku; menganalisis
pengaruh jumlah penduduk terhadap infrastruktur transportasi pada kabupaten/kota di Provinsi
Maluku., dan; menganalisis konektivitas wilayah dalam mempengaruhi infrastruktur transportasi pada
kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Dalam perspektif pembangunan wilayah, infrastruktur transportasi
berperan sebagai public capital yang menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pasar, serta
memperkuat produktivitas regional (Haynes & Chen, 2017). Pertumbuhan ekonomi meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dan mendorong peningkatan investasi publik, termasuk pembangunan
infrastruktur transportasi sebagai prasyarat ekspansi kegiatan ekonomi (Muturi, 2023). Jumlah
penduduk merupakan determinan penting dalam pembangunan infrastruktur karena meningkatnya
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populasi akan meningkatkan permintaan mobilitas, kebutuhan pelayanan publik, serta aktivitas
ekonomi yang memerlukan dukungan transportasi (Kurvinen & Saari, 2020). Konektivitas wilayah
merupakan konsep yang menekankan keterhubungan antar lokasi melalui jaringan transportasi yang
memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan manusia secara efisien. Dalam wilayah kepulauan,
konektivitas memiliki peran strategis karena fragmentasi geografis membuat integrasi ekonomi sangat
bergantung pada jaringan transportasi laut dan udara (Djaimin & Saizen, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data panel yakni merupakan gabungan
data time series dan data crossection pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Penelitian ini
mengunakan data sekunder yang bersumber dari Website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan
berbagai sumber resmi.

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Infrastruktur transportasi
(Y), merujuk pada prasarana transportasi darat yakni panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang
dalam satuan kilometer (km) dan sarana transpotasi laut yakni frekuensi transportasi laut antar
kabupaten/kota di Provinsi Maluku; Pertumbuhan ekonomi (X;) merujuk pada pertumbuhan produk
domestik regional bruto tiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku setiap tahun atas dasar harga konstan
dengan satuan persen (%); Jumlah penduduk (X;) merupakan jumlah orang dalam satu daerah/wilayah
selama 6 bulan terakhir. Dalam penelitian ini jumlah penduduk pada 11 kabupaten/kota di Provinsi
Maluku dalam satuan orang (jiwa); Konektivitas wilayah (X3), merupakan keterkaitan langsung
dengan alat transportasi yang digunakan dalam menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Konektivitas
wilayah bernilai 1 jika terdapat hubungan langsung dengan menggunakan jalur transportasi baik itu
darat, laut maupun udara dan akan bernilai O jika tidak terdapat jalur transportasi langsung antar kedua
wilayah tersebut.

Metode regresi data panel digunakan untuk menganalisis determinan infrastruktur transportasi pada
wilayah berbasis kepulauan di Provinsi Maluku. regresi data panel diterapkan untuk melihat variabel
data yang memiliki dimensi ruang (individu) dan waktu. Dalam tahapan regresi data panel akan
membandingkan pendekatan metode yang terbaik, terdapat tiga metode yang dibandingkan, antara
lain: common effect, fixed effect dan random effect. Akan digunakan tiga uji untuk membandingkan
pendekatan tersebut, yakni uji Chow, uji LM dan uji Hausman.

Model empiris penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yit = Qy + alEGit + aZPOPL-t + a3KWit + Citeriiiiiiiiniiiiinn (1)

dimana, Y adalah infrastrutkur transportasi, untuk menghitung angka indeks komposit infrastruktur
transportasi di Maluku yang menggabungkan transportasi darat dan laut, berikut langkah-langkah
metodologis yang digunakan dalam penelitian ini:

Gunakan Min-Max Normalization untuk menyamakan skala kedua indikator (0-100):

Menggunakan rumus:
X — X—Xmin
normal —

Xmax—Xmin
Keterangan rumus (2) Transportasi darat :
Xmin = total jalan terendah antar kabupaten/kota
Xmax = total jalan tertinggi antar kabupaten/kota
Keterangan rumus (2) Transportasi laut :

Xmin = frekuensi terendah antar rute kabupaten/kota

Xmax = frekuensi tertinggi antar rute kabupaten/kota
Berikan bobot berdasarkan prioritas kebijakan (misal: transportasi darat: w;= 0,6 w; = 0,4. Total
bobot harus 1.
Rumus indeks komposit infrastruktur transportasi untuk setiap kabupaten/kota:

IK; = (RDporm X Wq) + (RLporm X W)
RDporm = nilai normalisasi jalan
RL,orm = nilai normalisasi frekuensi laut

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji
multikolinearitas dan diikuti pengujian secara statistik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pemilihan model terbaik, yakni dengan menggunakan pendekatan Common Effect, Fixed Effect, atau
Random Effect, menggunakan uji Chow, uji Lagrange Multiplier, dan uji Hausman. Berdasarkan hasil
uji Chow, diperoleh hasil nilai Statistik F sebesar 15.23, dengan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil
dari alpta 0,05, sehingga dapat disimpulkan tolak Ho bahwa model terbaik adalah fixed effect.
Pengujian selanjutnya dengan membandingkan antara common effect dengan random effect tidak
dilakukan dengan pertimbangan bahwa model common effect tidak lebih baik dibandingkan dengan
fixed effect. Oleh karena itu, perbandingan selanjutnya antara fixed effect dengan random effect. Uji
Hausman (Fixed Effect vs. Random Effect), hasil uji Hausman dengan nilai Statistik Hausman sebesar
12.18 dan p-value sebesar 0.007, sehingga dalam model penelitian ini menggunakan pendekatan
regresi data panel model Fixed Effect.Hasil regresi dengan menggunakan pendekatan fixed
effect, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect

Variabel  Koefisien Std. Error t-stat p-value

X1 0.452 0.128 3.53 0.001
X2 0.218 0.045 4.84 0.000
X3 0.361 0.092 3.92 0.000
Konstanta 15.671 2.843 5.51 0.000

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel pada tabel diatas, variabel pertumbuhan ekonomi (X1)
menunjukkan koefisien positif sebesar 0.452 dengan nilai probabilitas 0.001. Temuan ini konsisten
dengan karakteristik wilayah kepulauan dimana pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor
kelautan dan perikanan memberikan dampak multiplier terhadap perkembangan socio-ekonomi
regional.

Variabel jumlah penduduk (X2) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0.218 dengan signifikansi
statistik sangat kuat (p-value 0.000), mengindikasikan bahwa kepadatan demografi berperan penting
dalam pembangunan wilayah di Maluku. Fenomena aglomerasi dimana konsentrasi populasi
menciptakan eksternalitas positif melalui peningkatan permintaan domestik, perluasan pasar tenaga
kerja, dan intensifikasi aktivitas ekonomi. Namun, dalam konteks wilayah kepulauan, temuan ini juga
menyiratkan perlunya pengelolaan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan untuk menghindari
tekanan berlebihan pada sumber daya alam yang terbatas.

Variabel konektivitas wilayah (X3) menunjukkan koefisien tertinggi sebesar 0.361 dengan signifikansi
statistik pada tingkat 99% (p-value 0.000), mengonfirmasi hipotesis bahwa infrastruktur transportasi
memainkan peran kritis dalam integrasi ekonomi wilayah kepulauan. Menunjukkan bahwa investasi
dalam infrastruktur transportasi laut dan udara memberikan dampak multiplier yang lebih besar
dibandingkan variabel lain. Temuan ini memperkuat thesis fundamental tentang pentingnya
konektivitas dalam mengatasi fragmentasi geografis dan mengurangi disparitas pembangunan antar
pulau di Provinsi Maluku.

Hasil uji asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: uji
heteroskedastisitas, hasil uji Breusch-Pagan diperoleh nilai statistik uji sebesar 6.3245 dengan p-value
sebesar 0.0974. Uji autokorelasi, dengan metode Wooldridge, diperoleh nilai statistik F sebesar 1.05
dengan p-value sebesar 0.310 yang melebihi tingkat signifikansi a = 0.05. Selanjutnya, uji
multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF), seluruh variabel independen menunjukkan
nilai VIF yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold kritikal sebesar 10, dengan nilai
masing-masing sebesar 1.82 (Xi), 2.15 (Xz), dan 1.97 (Xs). Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai
statistik F sebesar 24.36 dengan p-value 0.000. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang
digunakan secara keseluruhan adalah signifikan. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga
variabel independen (Xi, Xz, dan Xs) signifikan secara parsial pada tingkat o = 5%, yang ditunjukkan
oleh p-value yang lebih kecil dari 0.05. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0.712
mengindikasikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan
sekitar 71.2% variasi dalam variabel dependen.
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PEMBAHASAN

Provinsi Maluku, sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang unik, menghadapi
tantangan kompleks dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Infrastruktur yang memadai
merupakan nadi bagi integrasi ekonomi, mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan di antara
pulau-pulau.

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan pilar fundamental dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah, khususnya di daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku. Konektivitas yang
baik melalui jalan, pelabuhan, dan jalur transportasi laut merupakan prasyarat untuk integrasi pasar,
mobilitas tenaga kerja, dan distribusi barang. Penelitian-penelitian sebelumnya secara global telah
membuktikan adanya hubungan timbal balik (two-way causality) antara kualitas infrastruktur dan
perkembangan ekonomi, di mana investasi dalam infrastruktur tidak hanya menjadi hasil dari
pertumbuhan tetapi juga pendorongnya (Straub & Hagiwara, 2023; Fauzi et al. 2019).

Temuan ini konsisten dengan proposisi teoretis yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi
(GDP) secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dan menarik investasi
swasta, yang kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur publik yang mendesak
(Muturi, 2023; Haynes & Chen, 2017).

Sejalan dengan penelitian Pokharel et al. (2023), Kondisi infrastruktur transportasi antarwilayah
menentukan di mana kota dapat muncul dan berkembang, dan kondisi infrastruktur transportasi
perkotaan memandu seberapa besar (populasi) dan luas (luas) suatu kota dapat berkembang. Tiga
kebijakan lunak tambahan (transportasi perkotaan, kebijakan perkotaan, serta institusi dan inovasi)
memengaruhi daya tarik suatu wilayah dan kegiatan ekonominya. Waktu dan skala masukan kebijakan
dapat menghasilkan hasil yang berbeda, misalnya ukuran kota dan PDB regional, yang menyebabkan
ketimpangan pendapatan antar wilayah. Menyimpulkan bahwa model konseptual yang dihasilkan
menawarkan kontribusi yang unik dengan memetakan hubungan antara berbagai studi dan
menyediakan kerangka kerja menyeluruh untuk eksplorasi lebih lanjut. Literatur dari berbagai konteks
geografis memperkuat argumen ini, antara lain Xu dan Zhu (2023); Shen et al. (2023) menemukan
bahwa peningkatan PDB sektor maritim berkorelasi positif dengan investasi transportasi dan industri
pengolahan hasil perikanan secara signifikan mendorong pembangunan jalan akses ke pelabuhan
perikanan.

Konteks spesifik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan memperjelas mekanisme hubungan ini.
Pertumbuhan yang pesat di sektor kelautan dan perikanan—yang menjadi prime mover ekonomi
Maluku—menjadi katalis utama bagi percepatan pembangunan pelabuhan dan jalur transportasi antar
pulau. Peran krusial infrastruktur transportasi laut dalam mengurangi disparitas harga antar pulau.
Wilayah dengan geografi fragmented, perkembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal
(resource-based economy) merupakan predictor terkuat untuk investasi infrastruktur transportasi,
dibandingkan dengan variabel demografi.

Secara teoritis, ukuran dan distribusi populasi suatu daerah merupakan determinan fundamental dalam
perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Teori ekonomi urban klasik menekankan
bahwa konsentrasi penduduk menciptakan agglomeration economies, yang pada gilirannya
meningkatkan permintaan akan jaringan transportasi yang lebih luas, efisien, dan terintegrasi untuk
memfasilitasi mobilitas orang, barang, dan ide. Dalam konteks kontemporer, penelitian oleh Kurvinen
dan Saari (2020); Lu et al. (2023) menunjukkan bahwa kepadatan populasi secara positif dan
signifikan mempengaruhi investasi pemerintah dalam infrastruktur publik, termasuk transportasi, di
wilayah metropolitan.

Pengaruh signifikan variabel kependudukan ini memperoleh konfirmasi yang robust dari berbagai
studi internasional. Huang et al. (2022); Fu et al. (2023) bahwa dengan pesatnya perkembangan
ekonomi dan masyarakat, proses urbanisasi semakin cepat di Tiongkok. Setelah itu, beberapa
aglomerasi perkotaan (atau kelompok kota) berukuran besar telah muncul, kelompok kota pada
umumnya terdiri dari lebih dari tiga kota, yang berjarak 50-250 km satu sama lain, terhubung secara
erat dalam kegiatan sosial dan ekonomi tetapi secara administratif milik provinsi yang berbeda,
menjadi tantangan besar untuk mengembangkan sistem transportasi modern yang komprehensif untuk
melayani lalu lintas antarkota dan dalam kota secara efektif, lancar dan ramah lingkungan. Maket et al.
(2023) menunjukkan bahwa aglomerasi perkotaan, secara rata-rata, telah menurun di seluruh ekonomi
dunia, bertentangan dengan asumsi yang telah lama dipegang dalam dua dekade terakhir. Secara
empiris, temuan menunjukkan efek merugikan yang signifikan dari aglomerasi perkotaan terhadap
kinerja ekonomi di negara berkembang (yaitu, Afrika Sub-Sahara dan Asia) dan efek yang
menguntungkan di negara maju (yaitu, Eropa) dalam jangka pendek. Namun, efeknya ternyata
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menguntungkan di negara berkembang dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan ini, kami
menyimpulkan bahwa hubungan antara aglomerasi perkotaan dan kinerja ekonomi bersifat spesifik
negara. Oleh karena itu, kebijakan industrialisasi dan efektivitas tata kelola yang spesifik negara dapat
meningkatkan dampak ekonomi positif jangka panjang dari aglomerasi perkotaan di negara-negara
berkembang. Dalam perkembangan terkini di Indonesia Purba et al. (2025) dalam konteks global,
tekanan urbanisasi yang cepat dan mobilisasi yang tinggi telah meningkatkan tekanan pada
infrastruktur transportasi global. Menurut data yang diperoleh dari PBB (2023), menunjukkan bahwa
sebesar 68 persen populasi dunia akan tinggal di perkotaan pada 2050, situasi tersebut berdampak
meningkatkan permintaan mobilitas hingga 40 persen. Sistem transportasi konvensional tidak lagi
memadai dalam menghadapi pertumbuhan populasi, kondisi ini mendorong adopsi solusi digital untuk
optimalisasi lalu lintas transportasi.

Namun, konteks Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan menambahkan lapisan kompleksitas
yang unik terhadap dinamika ini. Sebaran penduduk yang tidak merata across numerous islands
menciptakan tantangan logistik dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah kontinental.
Karakteristik demografi yang unik ini, memerlukan pendekatan perencanaan yang spesifik dan
responsif. Pendekatan "one-size-fits-all" dalam pembangunan infrastruktur transportasi akan gagal;
sebaliknya, keberhasilannya sangat bergantung pada pemetaan yang cermat terhadap sebaran kluster
populasi dan konektivitas antar-pulau. Pentingnya mengoptimalkan jaringan transportasi laut sebagai
tulang punggung konektivitas di wilayah archipelagic, yang secara langsung melayani konsentrasi
populasi pesisir.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel penentu yang
memiliki pengaruh kausal yang kuat dan positif terhadap pembangunan infrastruktu transportasi di
Maluku. Implikasi kebijakan yang utama adalah perlunya integrasi data kependudukan dan proyeksi
demografi yang akurat ke dalam perencanaan tata ruang dan masterplan transportasi daerah. Kebijakan
harus dirancang untuk secara responsif menjawab tekanan permintaan yang ditimbulkan oleh
aglomerasi populasi di pusat-pusat pertumbuhan, sekaligus secara inklusif menjangkau populasi yang
tersebar di pulau-pulau kecil melalui pendekatan transportasi laut yang terjangkau dan berkelanjutan.
Dalam konteks wilayah kepulauan, konsep konektivitas mengalami perluasan makna yang Kkritis,
bergeser dari sekadar densitas jaringan transportasi darat menjadi suatu konstruk multidimensi yang
mencakup integrasi antara moda laut, darat, dan udara. Provinsi Maluku, dengan komposisi geografis
92% lautan, merupakan contoh paradigmatik di mana konektivitas antar-pulau menjadi prasyarat
absolut bagi integrasi ekonomi dan kohesi sosial. Teori tentang "maritime connectivity" dan
"archipelagic economics" menegaskan bahwa dalam konteks demikian, pembangunan infrastruktur
tidak dapat dilihat melalui lensa konvensional, tetapi harus dipahami sebagai suatu sistem jaringan
yang menghubungkan pulau-pulau yang terfragmentasi oleh perairan. Konektivitas laut menjadi arteri
utama, sementara konektivitas darat berperan sebagai kapiler yang mendistribusikan manfaat ekonomi
dari pintu gerbang (pelabuhan/bandara) ke hinterland.

Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menguatkan proposisi teoretis tersebut. Variabel
konektivitas wilayah (Xs) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0.361 dengan signifikansi statistik
pada tingkat kepercayaan 99% (p-value 0.000). Estimasi ini mengindikasikan bahwa konektivitas
merupakan faktor penentu yang powerful, di mana setiap peningkatan satu unit dalam indeks
konektivitas berkontribusi terhadap peningkatan 0.361 unit dalam pembangunan infrastruktur
transportasi. Koefisien yang substansial ini merefleksikan sebuah siklus umpan balik yang positif
(positive feedback): investasi awal dalam konektivitas menciptakan kondisi bagi pertumbuhan
ekonomi yang pada gilirannya menghasilkan sumber daya fiskal dan tekanan permintaan untuk
investasi infrastruktur lebih lanjut.

Temuan ini mendapatkan konfirmasi yang robust dari badan penelitian internasional terkini yang
fokus pada wilayah kepulauan. Studi komparatif oleh Imron et al. (2024); Djaimin & Saizen (2023);
Sibali, & Jainuddin, (2024) menyimpulkan bahwa konektivitas maritim merupakan prediktor tunggal
terkuat untuk investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan logistik. Lebih lanjut, bahwa efektivitas
investasi pelabuhan sangat bergantung pada kualitas konektivitas darat yang menghubungkannya
dengan pusat-pusat populasi dan produksi. Tanpa jaringan jalan yang memadai, investasi pelabuhan
yang masif akan mengalami sub-optimisasi dan gagal memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
Konteks spesifik Maluku memperjelas kompleksitas dan dualitas ini. Sebagai provinsi kepulauan,
konektivitas transportasi laut—yang diukur melalui frekuensi pelayaran, kapasitas kapal, dan cakupan
jaringan pelabuhan—tentu saja merupakan landasan yang tidak tergantikan. Namun, Transportasi
darat tidak kalah pentingnya karena setelah barang dan penumpang tiba di suatu pulau, konektivitas
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daratlah yang menentukan seberapa efisien mereka dapat didistribusikan. Pada komunitas pesisir yang
terisolasi menunjukkan bahwa akses jalan yang buruk dari pelabuhan ke desa-desa sekitarnya dapat
secara efektif mengerdilkan manfaat ekonomi dari peningkatan konektivitas maritim. Oleh karena itu,
di Maluku, konektivitas darat dan laut bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua subsistem
yang saling bergantung dan harus direncanakan secara terintegrasi. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku harus didasarkan pada
pendekatan perencanaan yang terintegrasi dan multimodal.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel pertumbuhan ekonomi (X1)
memiliki koefisien sebesar 0.452 dengan nilai probabilitas 0.001. Variabel jumlah penduduk (X2)
menghasilkan koefisien regresi sebesar 0.218. Variabel konektivitas wilayah (X3) menunjukkan
koefisien tertinggi sebesar 0.361 dengan signifikansi statistik pada tingkat 99% (p-value 0.000). Hasil
uji asumsi Klasik, heteroskedastisitas diperoleh nilai statistik uji sebesar 6.3245 dengan p-value sebesar
0.0974. Uji autokorelasi, dengan metode Wooldridge, diperoleh nilai statistik F sebesar 1.05 dengan p-
value sebesar 0.310. Uji multikolinearitas dengan VIF secara konsisten berada jauh di bawah threshold
kritikal sebesar 10. Tidak terdapt masalah dalam asumsi klasik.

Hasil uji F diperoleh nilai statistik F sebesar 24.36 dengan p-value 0.000, mengindikasikan bahwa
model regresi yang digunakan secara keseluruhan adalah signifikan. Hasil uji t menunjukkan bahwa
ketiga variabel independen (Xi, X2, dan Xs) signifikan secara parsial pada tingkat a = 5%. Sementara
itu, nilai koefisien determinasi (R?) within sebesar 0.712 mengindikasikan bahwa variabel independen
yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sekitar 71.2%, sedangkan nilai R? between (0.683)
dan overall (0.695) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal yang kuat
dan positif antara variabel independen dengan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.

Implikasi

Pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah kepulauan Maluku merupakan proses
multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor investasi, infrastruktur pendukung, dan pola pertumbuhan
ekonomi. Pendekatan kebijakan yang holistik dan kontekstual diperlukan untuk mengatasi tantangan
unik yang dihadapi wilayah kepulauan. Temuan penelitian ini memberikan evidence-based policy
recommendations untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang inklusif dan
berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Temuan penelitian ini memberikan berkontribusi bagi pengembangan teori ekonomi regional dalam
konteks kepulauan. Hasil penelitian mendukung pendekatan evolutionary economic geography yang
menekankan pentingnya konteks spesifik-lokasi dalam pembangunan infrastruktur. Pola pembangunan
infrastruktur di wilayah kepulauan mengikuti logika yang berbeda dibandingkan wilayah kontinental.
Perlunya perencanaan tata ruang dan investasi infrastruktur yang selaras dengan potensi dan trajectory
pertumbuhan ekonomi unggulan daerah, agar dapat menciptakan siklus umpan balik yang positif
(virtuous cycle) antara pembangunan ekonomi dan peningkatan konektivitas.

Perlunya sinergi strategis antara pengembangan jaringan transportasi laut yang andal dan jaringan
transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi di
pedalaman pulau. Kebijakan harus dirancang untuk memastikan bahwa peningkatan konektivitas laut
diimbangi dengan investasi dalam infrastruktur akses jalan, jembatan, dan logistik darat, sehingga
menciptakan suatu sistem transportasi yang mulus (seamless) dari laut ke darat. Pendekatan
"hinterland development™ ini sangat penting untuk memaksimalkan multiplier effect dari investasi
pelabuhan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata di seluruh pelosok
kepulauan Maluku.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan: Pertama, perlu adanya
skema anggaran khusus untuk infrastruktur transportasi kepulauan yang mempertimbangkan tingginya
biaya konstruksi. Kedua, pengembangan cluster ekonomi berbasis pulau dapat menciptakan skala
ekonomi yang diperlukan untuk justify investasi infrastruktur. Ketiga, penerapan teknologi adaptif
yang sesuai dengan kondisi lokal perlu didorong.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk terbatasnya variabel institusional dan
lingkungan dalam model. Research mendatang dapat memperluas analisis dengan memasukkan
variabel seperti kualitas governance, partisipasi masyarakat lokal, dan kerentanan iklim. Studi
longitudinal dengan periode yang lebih panjang juga diperlukan untuk memahami dinamika
pembangunan infrastruktur transportasi kepulauan.
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Pengembangan infrastruktur transportasi di Maluku harus terintegrasi dengan strategi pembangunan
nasional. Program Tol Laut yang diinisiasi pemerintah pusat perlu didukung dengan pengembangan
infrastruktur pendukung di tingkat daerah. Integrasi vertikal antara kebijakan nasional dan lokal
merupakan kunci keberhasilan pengembangan infrastruktur kepulauan.
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